
4. Unclang-Unclang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat clan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

2. Unclang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih clan Bebas Korupsi, Kolusi clan Nepotisme ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851 ); 

1. Unclang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah 
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tenggara Barat clan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1655); 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan 
clan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring 
clan Evaluasi Hibah clan Bantuan Sosial di Kabupaten Bangli; 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi clan penggunaan 
serta pemanfaatan dana hibah clan bantuan sosial agar terciptanya tertib 
administrasi, akuntabilitas clan transparansi perlu dikelola clan ditata; 

Menimbang 

BUP ATI BANGLI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNGJAW ABAN DAN PELAPORAN SERT A MONITORING DAN 

EV ALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI K.ABUPATEN BANGLI 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI BANGLI 
NOMOR 48 TAHUN 2012 

BUPATI BANGLI 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli 
2. Daerah adalah Kabupaten Bangli 
3. Bupati adalah Bupati Bangli 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, 
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN 
DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EV ALUASI HIBAH DAN 
BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN BANGLI 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

12 Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7); 

11 Peraturan Menteri Dalam Daerah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
Tentang Pedoman Pemberian Hibah clan Bantuan Sosial yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah 

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan clan Belanja Daerah; 

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanan telah diubah beberapa kali, 
terakbir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31 O); 

8 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi clan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

5. Unclang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perunclang-unclangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 



4. Keuangan Daerah adalah semua hak clan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan bak dan kewajiban daerah tersebut. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang d.ibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Daerah dan DPRD, clan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingk.at PPKD adalah Kepala Satuan 
kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD 
dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingk.at SKPKD adalah 
perangk.at daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD. 

8. Satuan Kerja Perangk.at Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangk.at daerah 
pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran I barang. 

9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat T APO adalah tim yang 
dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretariat Daerah yang 
mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangk.a 
penyusunan APBD yang anggotannya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan 
pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

10. Rencana Kerja clan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingk.at RKA-PPKD adalah rencana 
kerja dan anggaran Badan/Dinas/Biro Keuangan/Bagian Keuangan selaku Bendaharwan 
Umum Daerah. 

11. Rencana Kerja dan Anggaran SK.PD yang selanjutnya disingk.at RKA-SKPD adalah dokumen 
rencana clan penganggaran yang berisi program kegiatan dan Anggaran SKPD. 

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DP A-PPKD merupakan 
dokumen pelaksanaan anggaran Bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah. 

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan 
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar 
dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 

14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah kepada pemerintah atau 
pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, yang secara spesifik telah 
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus 
menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 

15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah kepada 
individu, keluarga, kelompok clan /atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus 
clan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya 
kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat 
sebagai dampak krisis sosial, krisi ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam 
yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup 
dalam kondisi wajar. 

17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hi bah 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah 
dengan penerima hibah. 

18. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga 
Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, 
agama, clan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam 
membangun dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila tennasuk organisasi non pemerintah yang bersifat 
nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 



Pasal 9 
(1) Pelaksanaan anggaran hibah dan bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD 
(2) Pelaksanan anggaran hibah dan bantuan sosial berupa barang atau jasa berdasarkan atas 

DPA-SKPD. 

BAB IV 
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 

Pasal 8 
(1) Hibah dan bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, 

jenis belanja hibah dan bantuan sosial, objek dan rincian objek belanja berkenaan pada PPKD 
(2) Hibah clan bantuan sosial berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja 

langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan dalam jenis 
belanja barang dan jasa, objek belanja hibah dan bantuan sosial barang dan jasa berkenaan 
kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD 

(3) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dicantumkan nama 
penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial. 

Pasal 7 
(1) Hibah dan Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD 
(2) Hibah dan Bantuan sosial berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD. 
(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi 

dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal 6 
(1) Rekomendasi kepada SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dan bantuan sosial 
dalam Rencana KUA dan PPAS. 

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), meliputi anggaran hibah 
dan bantuan sosial berupa uang, barang dan/ atau jasa. 

BAB 111 
PENGANGGARAN 

Pasal 5 
(1) Pemerintah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk hibah dan 

anggota/kelompok masyarakat untuk bantuan sosial dapat menyampaikan usulan tertulis 
kepada Bupati. 

(2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 

(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan basil evaluasi 
berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui T APO. 

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan clan penatausahaan , 
pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan 
sosial yang bersumber dari APBD. 

Pasal 3 
(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, ataujasa. 
(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang. 

Pasal 4 
( 1) Besamya penganggaran Hi bah dan Bantuan Sosial adalah 2% dari APBD 

BABII 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 



Pasal 14 
(1) Hibah dan bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah bantuan 

sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. 
(2) Hibah clan bantuan sosial berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah 

dan bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada 
SKPD terkait. 

Pasal 15 
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi : 
a. usulan dari calon penerima hibah dan bantuan sosial kepada Bupati; 
b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah dan bantuan sosial; 
c. NPHD, khusus bagi penerima hibah ; 
d. Pakta integritas dari penerima hibah dan bantuan sosial yang menyatakan bahwa hibah dan 

bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD untuk hibah dan usulan 
untuk bantuan sosial; dan 

e. buk.ti transfer uang atas pemberian hibah dan bantuan sosial berupa uang atau buk.ti serah 
terima barang/jasa atas pemberian hibah dan bantuan sosial berupa barang/jasa. 

BABV 
PELAPORAN DAN PERT ANGGUNGJA W ABAN 

Pasal 13 
(1) Penerima hibah dan bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah 

dan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait. 
(2) Penerima hibah dan bantuan sosial berupa barang atau jasa menyampaikan laporan 

penggunaan hibah dan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait. 

Pasal 12 
Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

Pasal 10 
( 1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati 

dan Penerima Hibah 
(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai: 

a. pemberian dan penerima hibah; 
b. tujuan pemberian hibah; 
c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; 
d. hak dan kewajiban; 
e. tata cara pelaporan hibah; 

(3) Bupati dapat menunjukan pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani NPHD. 
Pasal 11 

(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah dan bantuan sosial beseta besaran uang atau jenis 
barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati tentang penjabaran APBD. 

(2) Daftar penerima hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar 
penyaluran/penyerahan hibah dan bantuan sosial. 

(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan 
setelah penandatanganan NPHD. 

( 4) Pencairan hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme 
pembayaran langsung. 

(5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima Juta 
Rupiah) pencairannya dapat dilakukan dengan mekanisme tambahan uang (TU). 

( 6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial. 



Pasal 21 
Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) terdapat 
penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, 
penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan 
Peraturan perundang-undangan. 

Pasal 20 
(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial. 
(2) hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 

Bupati dengan tembusan kepada SK.PD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. 

BAB VI 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 19 
(1) Realisasi hibah dan bantuan sosial berupa barang dan/atau jasa sesuai standar akuntasi 

pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan 
keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. 

(2) Format konvensi dan pengungkapkan hibah dan bantuan sosial berupa barang dan/atau jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal 18 
Jasa Giro dan sisa penggunaan hibah bagi penerima hibah berupa uang Wajib untuk 
mengembalikan ke kas Daerah. 

Pasal 17 
( 1) Realisasi hibah dan bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah 

dalam tahun anggaran berkenaan. 
(2) Hibah dan bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah dan 

bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan 
dalam neraca. 

Pasal 16 
(1) Penerima hibah dan bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas 

penggunaan hibah dan bantuan sosial yang diterimanya. 
(2) Pertangunggjawaban penerima hibah meliputi : 

a. Laporan penggunaan hibah; 
b. Surat pemyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah 

digunakan sesuai NPHD ; dan 
c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi 

penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima 
hibah berupa barang/jasa. 

(3) Pertanggunjawaban penerima bantuan sosial meliputi; 
a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial; 
b. surat pemyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima 

telah digunakan sesuai dengan usulan; dan 
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi 

penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima bantuan sosial berupa 
barang. 

(4) Petanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a dan huruf b 
disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal IO bulan januari tahun anggaran 
berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan 

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf c disimpan dan 
dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan. 



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2012 NOMOR 48 

Diundangkan di Bangli 
pada tanggal 20 Nopember 2012 
Pih SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI, /, 

(' 
BAGUSRAIDARMAYUDHA 

MADEGIANYAR 

BUP A TI BANGLI, 

Ditetapkan di Bangli 
pada tanggal 20 Nopember 2012 

Pasal 23 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peramran Bupati ini dengan 
penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli. 

BAB VII 
PENUTUP 



( ) 

meterai/ttd 

Penerima hibah 

Bangli, . 

Dalam rangka pemberian Hibah clari Pemerintah Daerah, dengan ini saya 

menyatakan bahwa di dalam kepengurusan organisasi kami tidak terjadi konflik 

internal. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya 

tekanan clari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pemyataan 

saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan 

sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Saya yang bertancla tangan di bawah ini : 

Nama 
No. Identitas KTP 

Alamat 

Jabatan 

Bertindak untulc 

dan atas nama 

SURAT PERNY ATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL 

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANGLI 
NOMOR : 48 TAHUN 2012 
TANGGAL : 20 NOVEMBER 2012 



( ) 

meterai/ttd 

Penerima hibah 

Bangli, . 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Hibah, dengan ini 

menyatakan bahwa saya : 

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 

2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui 

ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan 

kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini; 

3. Akan menggunakan dana Hibah sesuai dengan usulan proposal hibah dan 

Naskah Perjanjian Hibah aerah serta pelaksanaannya akan mematuhi 

Peraturan Bupati Bangli Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 

Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas 

ini, saya bersedia dikenalcan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang 

undangan yang berlaku. 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama 

No. Identitas KTP 

Alamat 

Jabatan 

Bertindak untuk 

dan atas nama 

PAKTA INTEGRITAS 

A. HIBAB BERUPA UANG 

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH 

LAMPIRAN II PERATURAN BUPA TI BANGLI 
NOMOR : 48 TAHUN 2012 
TANGGAL : 20 NOVEMBER 2012 



( ) 

meterai/ttd 

Penerima hibah 

Bangli, . 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah, dengan ini 

menyatakan bahwa saya : 

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 

2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui 

ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan 

kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini; 

3. Akan menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah 

Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati 

Bangli Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 

Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas 

ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

No. Identitas KTP 

Alamat 

Jabatan 

Bertindak untuk 

dan atas nama 

PAKTA INTEGRITAS 

A. HIBAH BERUPA UANG 

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH 

LAMPIRAN II PERA TURAN BUPA Tl BANGLI 
NOMOR : 48 TAHUN2012 
TANGGAL: 20 NOVEMBER2012 



( ) 

meterai/ttd 

Bangli, . 

Penerima hibah 

Dalam rangka pemberian hibah berupa barang dari Pemerintah Daerah, dengan ini 

menyatakan bahwa saya : 

1. Akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usulan proposal hibah dan 

Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi 

Peraturan Bupati Bangli Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 

Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

2. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas 

ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang 

undangan yang berlaku. 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama 

No. Identitas KTP 

Alamat 

Jabatan 

Bertindak untuk 

dan atas nama 

PAKTA INTEGRITAS 

B. HIBAB BERUPA BARANG 



( ) 

meterai/ttd 

Penerima hibah 

Bangli, . 

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa 

tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Dengan inimenyatakan bahwa saya sebagai penerima dana telah hibah 

menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah 

Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati 

Bangli Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi 

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan 

bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan danan Hibah dimaksud. 

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam 

penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya 

bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta 

bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama 

No. Identitas KTP 

Alamat 
Jabatan 

Bertindak untuk 

dan atas nama 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAW AB 

A. HIBAB BERUPA UANG 

SURAT PERNY ATAAN TANGGUNG JAW AB PENERIMA HIBAH 

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANGLI 
NOMOR : 48 TAHUN 2012 
TANGGAL : 20 NOVEMBER 2012 



( ) 

meterai/ttd 

Penerima hibah 

Bangli, . 

Demildan surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran clan rasa 

tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima hibah berupa 

barang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan 

Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan 

Bupati Bangli Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausabaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta 

Monitoring clan Evaluasi Hibah clan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan clan Belanja Daerah dan Peraturan perunclang-undangan yang berlaku 

serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan barang dimaksud. 

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam 

penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya 
bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perunclang-unclangan yang 

berlaku. 

Nama 

No. ldentitas KTP 

Alamat 

Jabatan 
Bertindak untuk 

clan atas nama 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAD 

B. HIBAB BERUPA BARANG 



( ) 

meterai/ttd 

Penerima bantuan sosial 

Bangli, . 

Dalam rangka pemberian bantuan sosial dari Pemerintah Daerah, dengan ini 

saya menyatakan bahwa di dalam kepengurusan organisasi kami tidak terjadi 

konflik internal. 

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya 

tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pemyataan 

saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenak an 

sank si sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

No. Identitas KTP 

Alamat 
Jabatan 

Bertindak untuk 

dan atas nama 

SURAT PERNY ATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL 

LAMPIRAN IV PERA TURAN BUPA TI BANGLI 
NOMOR : 48 TAHUN 2012 
TANGGAL : 20 NOVEMBER 2012 



( ) 

meterai/ttd 

Penerima bantuan sosial 

Bangli, . 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial, dengan 
ini menyatakan bahwa saya : 
1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 

2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui 
ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan 
kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial ini; 

3. Akan menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan usulan proposal bantuan 
sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Bangli Nomor 48 
Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausabaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta 
Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Nama 
No. ldentitas KTP 
Alamat 
Jabatan 
Bertindak untuk 
dan atas nama 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

A. BANTU AN SOSIAL BERUP A UANG 

PAKTA INTEGRITAS 

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL 

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANGLI 
NOMOR : 48 TAHUN 2012 
TANGGAL: 20 NOVEMBER2012 



( ) 

meterai/ttd 

Penerima bantuan sosial 

Bangli, . 

Dalam rangka pemberian bantuan sosial berupa barang dari Pemerintah Daerah, 

dengan ini menyatakan bahwa saya : 

1. Akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usulan proposal bantuan 

sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Bangli Nomor 48 

Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

2. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta lntegritas 

ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang 

undangan yang berlaku. 

Nama 

No. Identitas KTP 

Alamat 

Jabatan 

Bertindak untuk 

dan atas nama 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

PAKTA INTEGRITAS 

B. BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG 



( ) . 

meterai/ttd 

Penerima bantuan sosial 

Bangli, . 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa 

tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan 

sosial telah menggunakan dana bantuan sosial tersebut sesuai dengan usulan 

proposalbantuan sosial serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan 

Bupati Bangli Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, 

Pelaksanaan danPenatausabaao, Pertaoggungjawaban dan Pelaporan serta 

Monitoring dan EvaluasiHibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan BelanjaDaerah dan Peraturan perundang-undangan yang berlalru 

serta saya akanbertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan 

sosial dimaksud. 
Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam 

penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerab, maka saya 

bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta 

bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlalru. 

Nama 

No. ldentitas KTP 

Alamat 

Jabatan 

Bertindak untuk 

dan atas nama 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB 
A. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG 

SURAT PERNY ATAAN TANGGUNG JAW AB PENERIMA BANTUAN SOSIAL 

LAMPIRAN VI PERA TURAN BUPA TI BANGLI 
NOMOR : 48 TAHUN 2012 
TANGGAL: 20NOVEMBER2012 



{~' 
i MADE GIANYAR 

BUPATI BANGLI, 

( ) 

meterai/ttd 

Penerima bantuan sosial 

Bangli, . 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa 

tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya 

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima bantuan sosial 

berupa barang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan usulan proposal 

bantuan sosial serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Bangli 

Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi 

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan 

bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan barang dimaksud. 

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam 

penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya 

bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan penmdang-undangan yang 

berlaku. 

Nama 

No. ldentitas KTP 

Alamat 

Jabatan 

Bertindak untuk 

dan atas nama 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB 
B. BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG 


